
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR  42   TAHUN  2011 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR   42   TAHUN  2011 

 
T E N T A N G 

 
PERUBAHAN STATUS DESA LAKORUA KECAMATAN 

MAWASANGKA TENGAH MENJADI KELURAHAN LAKORUA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUTON, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 

ayat (3) Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya 

menegaskan  bahwa pembentukan Kelurahan di 

wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi 

kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  

b. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk 

meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat di 

Kecamatan Mawasangka Tengah, perlu merubah 

status Desa Lakorua menjadi Kelurahan Lakorua;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Status Desa Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah 

menjadi Kelurahan Lakorua;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959   

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3373); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
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2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 1598, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4588); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

Daearah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia Tahun  2007  Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2006 tentang Pembentukan, penghapusan, 

penggabungan desa dan perubahan status desa 

menjadi kelurahan; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 

2007 Nomor 45); 

 

 


